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TENTANG >
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLI:I‘AR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka
perlu membentuk Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati I Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



s

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);
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9. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

A

e~ BRI

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Daerah adalah Kabupaten Blitar.

Kabupaten adalah Kabupaten Blitar.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
Bupati adalah Bupati Blitar.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.

Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan NegeriKabupaten
Blitar.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Blitar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRDKabupaten Blitar.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar.
Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat
Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRDKabupaten Blitar.
Anggota DPRD adalah anggota DPRDKabupaten Blitar.

Fraksi adalah setiap Fraksi yang berada di DPRDKabupaten Blitar.
Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional
berdasarkan tugas yang ada di DPRD Kabupaten Blitar.
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a. Konsultasi/koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal,
Pemerintah Daerah atau dengan Pimpinan DPRD;

b. dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal,
pemerintah daerah yang mewakili instansinya atau dengan Pimpinan
DPRD;

c. dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang
bersangkutan, Pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain;

d. kunjungan kerja, seminar, workshop, bimbingan teknis dan pelatihan
lainnya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 220
Pada saat Peraturan DPRD Kabuapten Blitar ini mulai berlaku, Peraturan
DPRD Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 221

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

DitetapkandiBlitar
pada tanggal 20 November 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
A ] BLITAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 igsemger 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 63/=2



